
Ketua DPRK Aceh Barat Dukung Pelaksanaan Pilkada 2022 

 

Samsi Barmi, Ketua DPRK Aceh Barat. 

 

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi mendukung 

pelaksanaan Pilkada 2022 mendatang yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Dukungan tersebut sesuai dengan kekususan 

Aceh yang tidak harus perpedomon pada UU Pemilu No 10 Tahun 2016, sebab Aceh sudah ada 

UUPA. “Kita mendukung penuh pilkada 2022 sebagaimana ketegasan dan konsolidasi yang 

bangun oleh Ketua Umum Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf agar Pilkada di Aceh tetap 

dilaksanakan pada 2022,” ujar Samsi Barmi. 

Disebutkan, upaya yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Aceh dan sejumlah partai politik 

lainnya agar Pilkada dilaksanakan pada 2022 mendatang pihak mendukung penuh hal 

tersebut.Dukungan tersebut lantaran Aceh sudah ada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) 

yang mengatur soal Aceh, sehingga jika hal tersebut tidak dimanfaatkan tentunya akan merugikan 

diri sendiri. “Karena Provinsi Aceh memiliki kewenangan khusus dalam mengatur tahapan Pilkada 

di Aceh maka sudah sangat tepat Pilkada untuk digelar pada 2022 mendatang sesuai dengan 

UUPA,” jelas Samsi Barmi. 

Menurutnya, pentingya konsolidasi bersama seluruh elemen masyarakat Aceh dalam menjaga 

kekhususan Aceh dan sekaligus merawat perjanjian damai MoU Helsinki antara Pemerintah 

Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). “Kekhususan Aceh ini perlu kita jaga 

bersama, sehingga UUPA yang sudah ada kita manfaatkan bersama, termasuk soal Pilkada. Kalau 

bukan kita sendiri di Aceh yang menghargainya siapa lagi,” ujar Samsi Barmi.  
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Sumber : 

Selasa, 2 Februari 2021 20:58, https://aceh.tribunnews.com/2021/02/02/ketua-dprk-aceh-barat-

dukung-pelaksanaan-pilkada-2022. 

Catatan: 

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

a. Pasal 166  

1) Menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3)  Menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  

a. Pasal 11 

1) Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah 

kabupaten/kota. 

2) Norma, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi 

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). 

3) Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah dapat:  

a) melaksanakan sendiri; dan/atau  

b) melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap kabupaten/kota. 
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b. Pasal 12 

1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali yang menjadi kewenangan 

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan 

diurus sendiri oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota. 

c. Pasal 15 

1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah 

kabupaten/kota disertai pendanaan, pengalihan sarana, dan prasarana serta 

kepegawaian yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan; 

2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai pendanaan yang 

dilakukan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. 

3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Aceh, pemerintah 

kabupaten/kota, dan gampong disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan asas 

tugas pembantuan. 

 

 

 

 


